Pasal 3

Pedoman Penyelenggaraan Data Gender dan anak dilaksanakan berdasarkan
prinsip-prinsip

a. spesifik, artinya data yang dikelola menggambarkan secara spesifik indikator
gender dan analg

b dapat dipercays, artinya dilaksanakan dengan bertanggungiawab baik dari
kualitas pengumpulan, pengolahan dan penyapan data, serta dihihung dengan
metode dan prosedur vang dapat dipenanggungiawabkan secara imiah;

¢. dapat diukur artinya dilaksanakan dengan menggunakan metodologi, kensep.
definisi, klasifikasi dan ukuran-ukuran statistic yang mengacu pada standar
yang teluh ditetapkan,

d. relevan artinya data yang dikelola masih berlaku dan dibutunkan beagi
perefncanaan, pelaksanaan, pemantacant dan evaluasi atus
ke bijakan/ program/kegiatan  pembangunan pemberdayaan perempuan  dan
perlindongan anak;

¢. berkelanjutan artinya penyelenggaraan pengelolsan data gender dan anak
dilaksanakan secara berkesinambungan dalam bidang, program, kegiatan dan
wakru.

BABR T

PENGELOLAAN DATA
Pasal 4

(1)  Perangkat Daerah terkait harus melakukan Pengelolaan Data Gender dan
Anak yvang meliputi:
a pengumpulan
b pengolahan
.  analisig, dan
do penyajian

(2) Pengumpulan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hurut a dilakukan
melglui survei, registrasi, statisik rutin Instansi, penelitian penggunaun
sckunder dansatau cara lein sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan
dan teknalogi;

(3) Pengolahan Data scbagannana dimaskud pada ayat (1) huruf b dilakukan
pade semua data terpilah gender dan anak;

(99  Analisis Data sebhagamana dimaskud pada ayat {1) huruf c dilakukan dengan
metodologi sesual dengan Kebuluhan, dan

[()  Penyajian Data .sebapamana dimaskud pada ayat (1) huruf d dilakukan
dengan media cetak dan/ atau media ¢elektronik.

BAB llI

PENYELENGGARAARN
Pasal 5

{1 DPPPA wajib menyclenggarakan sistem data gender dan &nak dengan
berdasarkan Peraturan Bupati im
(2) Penyelenggaraan data gender dan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilaksanakan dengan berkoordinas: dengan Pusat Sr.atisl}l-( {acrah dan Badan

Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bombana




(4)

(5}
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2}
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(2)

Pasal &

Pengumpuian dan Petwajfan data gender dan anak sebagaimana dirnaksud

pada ‘pasal 4 dilakukan clch Forum date gender dan anak;

Keanggotaan Fortin Data Gender dan Anak sebagaumana dimaksud pada ayal

(1) terdin duri Perangkat Daerah dan Instansi terkait

Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) di bentuk

nlelh Bupati;

Forum Data Gender dan Anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memilila

Tugas sebagat benkut:

4 menyusuan  Rencana  Keoa  forum  data gonder  dan atak dengan
menggunakan indikator dan target terukur;

b meningkatkan kerjasama lintas sekror dalam rangka penguatan dala yang
dihasilkan terkall dengan pengadaan dan pemanfaafan dats;

¢ melaksanakan koordmast dan sinkronisasi dengan instansi terkait dalam
rangka penyusunan data pender dan anak untuk daerah;

d. menghimnpun, mengoiah, menyusun dan meningkatkan kualtas data serta
mempresentasikzan  dats  d Perangkat Dacrah  masing-masing yang
selanjutnya dijadikan data sekunder pada data gender dan amak secara
berkesinambungan;

¢ melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan Forum Data
Gender dan Anak.

Forum Data Gender dan Anak dalamn pelaksanaan tugasnya dibantu olch

sekretariat yang berkedudukan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan

Periindungan Anak,

Sekretariat Forum Data dan Gender sebagaimana dimaksud pada ayat (5}

memilikn Tugas dan fungs sebagar benkout:

a. Sarana komunikasi dan media dialog antara angpota Forum Data Gender
dan Amak guna menghindari Nuplikasi Dats;

hh Media diseminasi, Advekasi dan Fasilitas) peningkatan kualitasi data dan
pemanfaatan data serta rekomendasi untuk masing-masing Perangkat
Daerah,

Pasal 7

Data Gender dan Anak schagaimana dimaksud pada Pasal & ayat {1} menjads
bahan rekapitulasi data oleh Badan Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak;

Hasil Rekapitulasi Data secbagaimana dimaksud pada ayar (1} dilaporkan
kKepada Bupati setiap akhir semester kedua tahun berjalan dan di distribusikan
kepada Perangkat Deeral: dan Instansi terkas.

Pasal 8

Pengelompokkan jenis dan format data gender dan anmak dan f{ormat data
terpilah gender dan anak sebagaimana  rercantum  dafam  lampian, vang
merupakan bagian tidak terpisahkan dani Peraturan Bupati ini;

Jenis data gender dan anmak sebagaiman dimaksud pada ayat (1), dapar
dikemtan(an sesual dengan kebutubhan penyelengaraan data gender dan

analkc.




Pasal ©

Biarw. Pengumpulan, Pengcolahan dan penyajan data gender dan anak bersumber
dari anggaran pendapatan dan belanja daerah. kabupaten bombana

BAR TV
PEMBINAAN, PENGAWASAN, MONITORING, EVALUAS| DAN PELAPORAN

Pasal [0

Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak melukukan Pembinaan,
Pengawasan, Monilering, Evaluasi dan Pelaporan pelaksanaan penyclenggaraan data
gender dan anmak sesuai dengan tugas, fungsi dan wewenang masing-masing.

Fasatl 11

Bupali menyampaiken laporan penyelenggarasan dala gender dan anak di daerah
pada Gubernur selaky ‘Wakil Pemerintah Pusal.

BABY
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

PPPA melaksanakan penyelenggaraan data gender dan anak berdasarkan Peraturan
Bupati imi, secara bertahap disesuaikan dengan kemampuan keu:singan daerah dan
surmber daya manusia vang tersedia.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan,
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati
ru dengan Pencmpatarinya dalan Berita Daerah Kabupaten Bombana

Ditetapkan di Rumbia

PARAF KOORDINASI pada tanggal, 4 Jaws 2021
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LAMPIRAN = PERATURAN BITFATI BOMBANA

NOMOR . 2 TAHUN 2621
TANC GAL * 4 ganussn 2021
TENTANG - PEDOMAN PENYELANGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK

KABUPATEN BOMBANA

JENIS DATA TERPILAH GENDER DAN ANAK

I Data Umum

1.1  Jumiah Pendudulk
Pencacahan Penduduk menggunakan konsep “de mre”™ atau Konsep
dimana sescorang biasanya menetap /[bertempal tinggal (usual
residence] dan kensep “de facto®™ atau komsep dimana seseorang
berada pada saat pencacahan.
Untuk penduduk yang bertempat tinggal terap, dicacah dimana
mercka bigsanya bertempat Unggal, penduduk vang sedang
berpergian 6 jcnam) bulan aren lebih, dicacah dimana mereka tinggal
pada saat pencacahan, penduduk vyang menempati  rumah
kentrak/sewa tahunan/bulanan} dianggap sebaval penduduk yang
bertempal tmggal etap.

1.2 Jumlsh Kepala Rumah Tangga
Rumah Tanggs biasas adalah sckclompok orang yang mendiami
sehapian atau seluruh banpunan fisitk atau sersus dan biasanya
tinggal bersama serta pengelolaan makannya dan sana dapur, sam
rumah ranggs dapat terdiri dari banya =& anggoia rumah tangga,
yamg dirnaksud dengan salu dapur adalah pengurusan kebutuhan
sehari-harinya dikelola menjadi sam

1.3 Jumiah penduduk menurut kelompok umur
Merupakan Jumiah penduduk wvang dikelompokkan berdasarkan
usia. Usia dihitung berdasarkan ulang tabum rerakbir

1.4 Indeks Pembangunan Manusia, Indeks Pembunpunan Gender dan
Indeks Pemberdayaan Gender
Indeks Pembangunan Manusia {IPM) merupakan indikator Komposit
untuk mengukur pencapaian keseluruvhan dam sustu negara untuk
mengulcur pencapassnr Keselurahan dar sustu Negara dalam tiga
dimensl dasar pembanpunan manusia. Ketia dimemnsi dasar lerse but
adalah lamanya hidup yang dmkur dengan harapan hidup pada saar
lahir, pengetahuan/ tingkar pendidikan diukur dengan kombinasi
antara melek hdup pada penduduk dewasa bobot 2/3 [dua pertiga)
dan ratarata lama sekolah bobot 1/3 (satu per hga) dan standar
nidup layak, diukur dengan pengeluaran perkapita  yang telah
disesnaikan (Purschasing power panty/ppr Rupwh} mlal indeks
berkisar antars 0-100 {kosong sampai seratus).
Indeks Pembangunan Gender (IPG} adalzh indicator komposit untuk
mengukur dimensi yang sama dengan indeks pembanpunan manusia
(IPM) dengan memperhitunpgkan capaian berdasarkan gender. Secara
sederhana dapat dikataiian PG merupaka [PM yang disesuatkan
untuk menggambarkan ketumpangan gender, nilai indeks berkisar O-
100 (koseng zampai seralus).
Indeks Pemberdayaan Gender {IDNG) merupakan indicator komposit
untuk melthat peran aktif perempusn dalam kchidupan ckonomi dan
poliuk. [DG difokuskan pada partisipasi untuk mengukur pada
ketimpangan gender pada bidang-bidang kumnci dalam  partisipasi
ckonomi dan politik, IDG dihiming dari presentase perempuan  di
parlemen diantara angpota legislalive, Pepawal senior dan mane) E?/ z




dan dianara pekerja professional dan teknisi. Nilai indeks berkasar -
100 {kosonig sampai Seranisj.

DATA BIDANG KESEHATAN

2.1.

a2,

2.3.

2.4.

2.5,

2.6

2.7.

28,

2.9,

Angka Harapan Hidup

Angka Harapan Hidup perkiraan lama hidup rata-rata penduduk dengan
asums! tdak ada perubshan pola mortalitas {kernaban) menurat arnur;
Jumnlah dan usta Kematian lbu Hamil, melahirkan dan rafas.

Jumlah kasus kematian ibu yaitu Jumlah Kernatian yang tenadi pada ibu
karena peristiwa kehamilan, melahirkan dan masa nif: s

penyenab kKematan jou Karena hamil, melahirkan dan tufus merupakarn
jumlah  kematnan ibu hamil, melabirkan dan masa nifas  yang
dikategnrisasikan berdasarkan penyebab utama kemanannya,

Kelahiran Berdasarkan Penolong Persalinan

Merupakan banyaknya jumiah kelahiran dan presentase Penolong
persalinan

Cakupan Kunjungan lbu Hamil (K1/K4) ke Sarana Pelayanan Kesehatan
Nalam Indikaior i ada dua macam indicator kunjungan yaitu K1 dan K4
ke saronu Pelayanon Kesehatan,

Cakupan kunjungan ibu hamil K1 yaitu @ Cakupan ibu hamil yang
mendapatkan pelavanan antenata] sesuai standar vang pertama kali pada
massa kchamilan disatu wilayah kerja pada kurun waktu teérientu.
Cakupan kunjungan ibu hami K4 yailu: Cakupan ibu hamil yang
mendapatkan pelayanan antenatal sesuai standar paling sedikit anpat
kali, dengan distribusi pemberi Pclayanan minimal satu kal pada
trimester pertama, samy kali pada tnmester kedua dan dua kal pads
trimester ketiga dsatu wilayah kerja pada kurun waktu tertentu;
Imurisasi Tetanus Toxoid {TT) pada bu hamil

bnunisasi wianes toxoid pexla bamil nerupakan mer upgkan perberian
imunisesi TT pada seluruh bu hamil sesuai dosis yang dibutuhkan
diharapkan seluruh wanita Usia Subur (15-39 tahun) (hma belas sampai
tiga puluh Scmbilan 1zhun) sudah mendapatkan 35 [hma) dosis TT yang
dimulal sejak hayl, anak sekolah dasar, calon termanien dan ihu hamii
[bu hamil yang mendapatkan Tablet Zan Best [Fu

Ibu Hamil yang mendapatkan Tablet Fel yaitu [bu Hamil yang
mendapatkan 30 {tga puluh) tablet Fe (suplemen zat besi) selama periode
kehamilannya disastu  wilayah kerja pada kurun  wakiu  tertentw
Sedangkan bu hamil yang mendapatkan tablet Fe3 yaitu Ibu hamil yang
mendapal 90 [Sembilan pulub) lablet Fe [suplemen zet besi) selama
periode kehamilannya disatu wilayah kerja pada kurun waktu terteniu.
Jumlah & hamil vang beresiko

{bu hamil beresiko tngg (RISTI) adalah kcadaan penyimpangan darn
normal, yang secara langsung menyebablkan kesakitan dan kematmn ibu
maupun bayl, meliputi Hb<8 g% (kurang dari delapann gram), tekanan
darah tinggm (systole=140 mmHg {lebih dan seratus empal pulub
millimeter HeKtogram), cedema nyata, eklampsla, perdarahan pervaginam,
ketubahan pecah dini, ketak lintang pada usia kchamilan>32 minggu
{lebih dan tiga puluh dua minggua (letak sungsang pada primigravida,
inf=ksi beratfsepsis, salinan premature.

Penderita HIV /AIDS




Data inj ‘merupak:n data penderica HIV/AIDS yang ditangani oleh Dinas
Kesehatan Kabupaten Bombana dan telah tercatat
210Usia Perkawinan
a. Jumlah pernikahan berdasarkan Usia dan jenis kelamin
b presentase perempuan menurut usia perkawinan pertama
211. Jumiah Peserta / Aksepror Keluarga Berencana (KH)

Merupakan Jumlat Akseptor KB yang dipilah berdasarkan jems kelamin
dan jenis alat kontrasepsi yang digunakan yang terdata & Badan
Pemberdayaan Peremppuan dan Peclindungan Anaik.

212. Unmet Need

Definisi Unmet need dabm date im adalah proporsi pasangan usia
subur yang menikah yang tidak ingin punya anak lagl atau yang mngn
menjarangkan kelahiran berilutnva, tetapi tidak menggunakan alat atau
cara kontrasepsi;

213. Pengpuna Narkotika Psikotripika dan zat adiktif laimnya [NAPZA)

3. Data Bidang Prndidikan

.31,  Angka PArtisipasi Kasar {APK) menurnul jenjang pendidikan sekolah
Dasar, Sckolah Lanjutan Tingkat Pratama dan sekolah Lanjutan Tingkat
Arss. Angka Partisipasi Kasar [APK} adalah preseriase jamlah murid di
ienjang pendidikan tertentu, berapapun umurmya lerhadap jumiah
penduduk kelompok umur yang berkatan dengan jenjang pendidikan
tersebut

3.2. Angka Partisipam Sekolah {(APS) memurit Kelompok umur 7-12 tahun
{fujuh sampai doa belas tahun) dan 16-18 tahun (enam belas sampai
delapan belas)tahun, pada wsia jenjang pendidikan tertentu dalam
kelompok usia yang sesual dengan jenjang pendidikan tersebnat.

3.3. Angka Partisipasi Murni (APM) angka Partisipast Mumni (APM) adalah
presentase murid  dengan  uemir yvang  berkaitan  dengan  jenjang
pendidhkannya  terhadap jumlah penduduk diumor yang sama. APM
menunjukkan  partisipasi sckolah penduduk usie sekolah  ditingkat
pendidikan tertentu.

3.4. Angka melek Hurul |AMH)} menurut keiompok umur
Angka Melek Huruf adaleh proporsi penduduk berusia 1 {lima belas)
tahun keatas yvang dapat yang dapat membaca dan memalis humaf latin
dan atau huruf lainnya.

3.5, Jumlah Siswa Puhus Sekolah menurut jenjang pendidikan
Angka Putus Sekolah [APTS) menunjukkan tingkatan putus sckolah
ditingkat  pendidikan  terteptu, indicator i digunekan  untuk
menggambarkan kemampuan penduduk usia sckolah dijenjang
pendidikan tertentu untuk menyelesaikan pendidikan & jenjang tersebut.

36. Presenase Penduduk  menunat jenis  pendidikan  lertingys yang
ditamatkan
Tingkat Pendidikar: Tertinggn {TPT) adalah presentase umiah penduduk,
baik vang masih sckolah ataupun tdak sekolah lag, menunit pendidikan
tertinggi yang telah ditamatkan terhadap jumlah penduduk, TPT
bermanfast untuk menunjukkan tingkat kualitas pendidikan penduduk
disuatu wilayah, TPT juga berguna untuk melakukan perencanaan
penawaran tenaga kerja, terutama untuk mehbhat kualifikasi pendidikan
angkata kenja disuatu wilaya. Ratarata lama sekelah;

3.7. Rata- Rata lma sekolah adalah rata-rats jumlah tahun yang dihabiskan
cleh penduduk berumur 15 (ima betas) tabun ke aias untuk menempuh
scraua. jerijang pendidikan fomal yang pernah dijalani;

3.8. Jumlah Guru {Negen/ Swasta)

3.9, Bertifikasi Guru (Negeri/Swasta)
310 . Jumlah Peserta Kejar Paket A, B, C dan Keaksaraan Fungsional /



3.11.
S.12.

313

Data

Jumlah Kehdusan Paket A, B dan

Jumlah Penerima Beasiswa tingkal sekolah lanjutan tingkat pertama
dan sekolah Lafnijutan Tingkat Atas;

Jumlah Siswa berprestast

a. Jumliah Siswa Berpretstasi di Bidang Akademik

b Jumlah Siswa Berprestasi di Bidang Sem

¢ Jumlah Siswa berprestasi di Bidang Olah raga

Bidang Sumber Daya Allm dan Lingkungan Hidup

4,1, Gerakan musyarakat Peduli lingkungan
4.2. Dampak bencana lingkungan terhadap gender dan anak

Data
5.1

=

2.3,

2.4

2.5
56
5.7
5.8

2.9

Bidang Ekonomi dan Ketenagakerjaan
Tingkat Partisipas: Anpkatan Kerja [TPAK)
Indikalor ini metrupakan persentase angkatan kerja terhadap jumlah
penduduk usia 15 {lima belas) rahun keatas, TPAK menunjukkan rasio
penduduk usia kerja yang telah siap terjun kedunia kerja penduduk usia
kerjp  yang sudah  mendapatken pekeasn  maupun  yang  belum
mendapatkan pekenasan;
Jumlah Penduduk mskin
Penduduk Miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeinaran
perkapita per bulan dibawah garis kemiskinan.
Tenaga Ketja Migran
Pekerja Migran adalah orang vang berimigrasi dan wiayah kelahirannya
kelempat lain dan kemudia bekerja ditempat yang baru tersebut dalam
jangka waktu relative menetap, pekerja migran mencakup scdikitnya
dua tipe yaitu pekerja migran internal berkaitan dengan urbanisasi
jan tar dacrah) dan pckerja migran internasional {antar Negara);
5.1, Antar Kega antar Daerab (AKAD)
a.2. Antar Kerjpa Antar Negara (AKAN)
Jumlah Pekerja Scktor formal
Yang digolongkan dengan pekerja disekior formal dalam sakernas
(menggunakan pendekatan status pekerjpan adeleh orang yang status
kKedudukan dalam pekerjaan adalab sebagal herusaha dibantu buruh
tetap/burubh dibayar atau S¢bagai burubh/karyawan/ pegawal Indikator
ini berguna untuk melihat gambaran daya serap sector formal terhadap
penduduk.
Jumlah pekerja disektor informal
Jumleh Usaha Mikro dan Kecil (UMK}
Keanggotaan Koperasi
Anggota Koperasi dalam data i adalsh anggota koperasi yang telah
memenuh! syarat $ebagai berikut:
a Membayar simpanan pokok
b, Membayar simpanan wajib
¢, Telah memenuhi persvaratan hin yang ditentukan/dipersyaratkan
sesuai dengan ADJART
d. Telah menandatangan buku daltar anggota
Jumlah Pengangguran
Indikator yang biasa digunakan untuk mengukur pengangguran adalah
tingkat pengangguran terbuka [TPT) yaitu preseniase penduduk berumur
15 {lima belae) tahun keatas yang sedang mencari pekerjaon, atau sedang
mempersiapkan usaha atau yang belum bekera walaupun sudah
mempunyai pckergaan dan yang tidak ncari pekerjaan kavena siidah
tidak rmungkin mendapatkan pekerjaan.




5.10 pengangguran terbuka yamu jumlah penduduk yang tidak bekerja alau
yang sedang mencari pekerjaan atau mempersiapkan suatu usaha, atau
merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (putiss asa) atau sudah
diterima, bekeria retapi belum mulai bekerja ;

9,11 Pckerja tidak dibayar
Pekerja tidak dibayarfpekena keluarga adalah seseorang yang bekerja
membantu orang lain yang berusaha dan tdak mendapatkan upah/gaii,
baik beripa uang atau barang;

512 Perempuan pekerja prufessional dan manajerial
Indikator in menunjukkan presentase penduduk perempuan usia ~la
(lebih dari hma belas) tahun yang bekerja. Indikator im berguna untuk
roehhat partisipast pekerja perempuan yang bekerjz dilevel manejer

513 Pekega menurur lspangan usaha, status pekerjaan dan jems pekerjaan

5.13.1 Penduduk Bekerja menurut lapangan Usaha

Lapangan usaha adalah bidang kegiatan atau bidang usaha

yang difaknkan perusahaan/ usaha/ lembaga tempat

responden bekena.

lapangan Pekerjaanfusaha dalam heberapa publikasi

dikelompokkan menjadi AMS (pertaman, manufaktior, servis

jasa). Lapangan pekerjaan dikefompokkan:

- Lapangan pekerjaan jasa kemasyanakatan adalah lapangan
uszha ini mencakup kegiatan yang sifatnya pemenntahan,
yaiyp umumnya dilakukan oleh administrasi pemerintahan.
Kegatan mi juga mencakup perundang-undangan dan
pentegemahan hokiim vang berkaitan dengan pengadilan
tan  menvirut  peraturiannya, seperti halhhya administrasi
progran:  berdasarkan peraturan Perundang-undangan,
Kegiatan legisiatuin{, perpajakan, periahanan, Negara,
kearnaran dan keselamatan Negara. Kategori i juga
mencakup kegiatan jaminan socml wajpb. Lapanpan usaha
mi ugd mencakup jmsa porurappan/iendgs professional

- Indusin  pengolahan adalah suatu unit /kesatuan
melakukan kegiatan ekonomi bertujuan untuk mengolah
suatu bararg secara owkanik, kimia atau dengan tangan
sehingga menjadi benda/barang/ produk bam yang nilainya
lebih tiaggl dengan konsumen terkahir. Termasuk dalam
kegiatan inf adalah perusahman yang melakukankegiatan
jasa industry dan pekerjasan perakitan;

Lapangan pekeraan  lainnya adalah  lapangan wusahay
keglatan |lminnya, seperti kegatan yang Dberhubungan
dengan pengadaan air bersih, real estale, jasa administrasi
dan jasa penunjang, serta badan dan organisasi
mternasional.

5.13.2 Penduduk berkerja menurut status pekernjaan

Status pekeraan adalah jenis kedudukan dalam pekerjaan
utama, stamis pekerjaan dikclompokkan

- Berusaha sendin adalah bekepa alau berusaha dengan
menungpung rsiko secara ekonomis, diantaranya dengan
tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan
dalam rangka usahanya tersebur, serta fdak mengeunakan
pekerja dibayar maupun pekerja tidok dibayar. Termasuk
yang sifammya memeriukan tekonologi atau kezhban khusus.

- Bernsaha dibantu buruh tdak tetap/buruh @k dibayar
adalah bekega ,atae berusaha aras resikn  sendir, dan
M NER L kan /{E



Berusaha dibantu burub  tetap/buruh  dibavar adalah
bekea atau  berusaha atas resiko  sendini | dan
metmpekerjakan pakng sedikit satu orang
buruh /karyawan/pe ga wililetap dibayar
Buruh/karyaw:in/pegawai tetap dibayar adalah seseorang
yang bekerja pada OTANg ladn atau
instansi/kantor fperusahasn dengan menerima upah/gaji
secara tetap, haik ada kegiatan maupun ndak ada kegatan;
Pekerju lebas di pertanfan adalah sesecrang yang bekerja
pada ovrang laingmajikan/institusi yang idak tetap {lehih
dari satu majikan  dalam sebulan terakhir) diusaha
pertanian baik yang berupa usaha rumah tangga atas dasar
balas jasa dengan menerima upah atau imbalant baik berupa
uang atau barang, dan bak dengan sirstem pembmyaran
harian maupun berongan;

- Pekerja tdak dibayar /fpekerju keluarga adalall seseorang
vang bekerja membanta orang lam yang berusaha tidak
mendapat upahfgaji, bak berupa uvang atau barang.

5.13.3 Penduduk Bekerja Menurut Jenis Pekerjaan
Jenis Pekerjaan adalah macam pekerjazn yang dilakukun
oleh seorang atau ditupaskan kepada seseorang dengan
menanyakan apa vang dilakukan oleh responden ditempat
bekenanya.

f Data Bidang Politik dan Pengumbilan Kepulusan
6.1 Perempuan Eksekutif

Indikaror mi menggambarkan kondisi peran gender pada Jabatan o

Pemerintahan, seberapa benysk perempuan yang berada dalam jabatan

di Pemenntahan vaitu sebagai Pejabat Pemernntah  Kabupaten,

Kevamatan, dan Kepala Desa/ Kelurahan

6.1.1. Jumlah Camat

6.1.2, Jumlah Kepala Desa/Kelurahan

6.1.2. Jumlah Pejabat PNS berdasarkan Eselon
Indikator un menggambarkan perbandingan jabatan pada eselon I
sampat dengan eselon IV dalam Pemerintahan antara laki-laki dan
PETEmpLUIarn

£:.1.4. PNS menurut Jenis Kelamin dan Golongan
Menunjukkan Jumlah PNS d Lingkungan Pemenntah Kabupaten
yvang dipilah berdasarkan Jenis Kelamin dan Gelongan, Data
Banyaknya Fegawai Negen Sipill menurui jenis kelamm, dapat
digunakan untik melihat proporsi PNS perempuan pada sector
ketenagakerjaan menunjukkan bahwa laki-lald dan perempuan
memplnyai kesempatan yang sama untuk menjadi seorang
Pegawal Neperi Khususnya dan lapangan kerja secasa winusn,

©.1.5. Anggota Tim Penilai Kinerja Kabupaten Bombana.

6.2, Perempuan Legistath
Indikater ini merupakan salah sam indikator untuk penghitungan indeks
petnberdayaan Gender (IPG) yaitu indikator yang memfnokuskan pada
percmpuan di partemen diantara anggota legislative, Pegawai senicr dan
manajer serta diantara pekerja profesional dan tekni=si yang berfungs
untuk menpukur ketimpangan gender pada bidang-bidang kunci dalam
partisipasi ekonomi dan pohitik.
6.2.1 Jumlah anggata DPRD menunat komisi
6.22.Jumiah Caleg dan Pengurue Harian Politik



6,2

6.2.3 Pengurus dan Anggota Keukus Perempuan Politik
6.2.4 Jumlah Anggota Badan Perwakilan Desa {BPD)
Ferempuan & Lembaga Yudikatif

6.3.1 Jumlah Jaksa menurut Jabatan

6.3.2 Jumlah Hakim Pejabat d Pengadilan Negeri
6.32.1 .Jumlah Polss

6.3.4 Jumlah Pejabar di Kepolisian

g. Darta Bidang Hukum dan Sosial Budaya

7.1

7.2

7.3
7.4

Data Penduduk Lansia

7.1.1 .Jumiah Perduduk Lansia menurut Pendicdikan yang ditamatkan
7.1.2 Jumlah Penduduk Lansia menurut aktifitas vang dijiakukan
Penyandan Disalbilitas

7.2.1 Jurnlah isabiitas menurur Pendidikan yang dilamatkan

7.2.2 Jumlah Disabilitas mcnurur Aktivitas yang dilakukan

Pengungst Akibat konllik/ bencana

Jumlah kasus perceraian menuru Jenis Kelamin pemohon

h Data Kekerasan

8.1

Kekerasan terhadap perempuan

Kekerasan terhadap perempuan (Kip) adalah seuap undakan yang
berakibal keseongsaraan atas penderitaan pada perempuan secara fisik,
seksual atau psikologis, termasuk ancaman tndakan terten,
pemaksaan alau perampasan kemerdekaan secara sewrhang-wenang
baik yang teradi didepan umum atau dalam lingkungkan kehidupan

pribadi,

8.1.1 Jumlah Korban Kekerasan {erhadap Perempuan menurul kelompok
UImUT

8.1.2 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempusan menurut Tingkat
Pendidikan

R.1.3 Jumlah Korhan Kekerasan terhadap Perempuan menunit
Pek enadr

8.1.4 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Sutus
Perkawinan

8.1.5. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan menurut Jenis
Kekerasan

8.1.6. Jumlah korban kekerasan terhaduap perempuan menurut Tem pat
Kejad.an

£.1.7. Jumlah Korban Kekerasan lerhadap Perempuan Menurul Jemns
Lavanan Yang Di Berikan.

£.1.8 Jumlah Korban Kekerasan terhadap Perempuan Menurut
Frekuensi Kekerasan.

8.1.9. Jumlah Pelait Kekerasan terhadap Perempuan Menurut Jenis
Keiamin dan Usia

8.1.10. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Perempuan Menurut
Tingkat Pendidikan

&.1.11. Jumlah Peiakukeckerasan terhadap Perempuan dan Anak
Menurut Status Pekerjaan

8.1.12. Jumlah Felaku Kekerasan terhadap Perempuan dan Anak
Menurut Hubungan dengan Korban

.13 .Juamlah Pelaku Kekera terhadap Perempuan dan Anak
Mcnurut Kebangsaan. ?ﬂ




#.2. Tindak Pidana Perdagangan orang
8.2.1. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurut kelompok Umur
dan Jenis Kelamin

82.2. .Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurui Pendidikan

8.2.3. Jumial: Korban Perdagangan Orang Menurut Status Perkeawinan

82.4. Jumlah Korban Perdagangan Orang Menurit Jenis Layvanan Yang
Diberikan

82 5. Jumlah Pelaku Perdagangan Orang Menurut Proses Hukum
Terhadap Pelalku

82.6. Awmar Putusan Terhadap Kasus Tindak Pidana Perdagangan Orang

82.7. Gugus Tugas dan Kebijakan terkait dengan Tindak Pidana
FPerdagangan Orang.

1. Data Amak
9.1 Kekerasan Terhadap Anale
91.1. Jumlah Korban Kekerasan terhadap anak menuruf Jenis

Kekerasan

G.12. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Kelompok
Untir .

G.1.2. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Tempat
Kejadian .

0.1.4. Jumlah Korban Kekerasan terhadap Anak menurut Jenis Layarean
Yang Ihberikan.
9.1.5. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Kelompok
Umur dan Jenis Kelamin.
9.1.6. Jumlah Pelaku Kekerasan terhadap Anak menurut Hubungan
Dengan Korban.
9.2, Jumlah Anak Jalanan
03. Pekerja Anak
0.4, Pekerja Rumah Tanpgpa Analk
9.9, Anak Terlamtar
9.6. Pekerja Anak di Sektor Berbahaya
G.7. Kepemilikan Akta Kelahiran Anak
9.8. Amak Yang Memanfaatkan Telepon Sahabat Anak
9.9 Jumlah Panti Asithan dan Anak di Panti Asuhan
4.10.Anak Berkebutuhan Khusus (ABR}
9.10.1. Jumlsh Tenrgs Terapis ABK
©.10.2. Fasiilas Kesehatan Yang melayani ABK
9.10.3. Jumlah Tenaga Medis Yang melayari ABK
9.10.4. Jumlah SLB
9105, Jumlah Guru di SLB
9.10.6. Jumiah Guru Pendamping Khusus
9.10.7. Jumlah Sekolah Inklusif
G.10.8. Jumilah Sekolah Akselerasi
G10.9. Jumlah Anak Berkebutuhan Khusus (ABK .
9.10.10. Jumlah Feorum Komunikast Keluarga ABK
9.11.Anak Berhadapan dengen Hukum
G.11.1. Jumlah Anak Yang Berbadapan Dengan Hukum { ABH|
5.11.2. Kasus AEH Menurut! Jenis Kasus
312Tumbuh Kembang Anak
9.12.1. Jumlah Lembaga dan Peserta Pendidikan Anak Usiz Dini
{PAULD).
912.2. Anrka Melek Huruf dan Buta Huruf
912.3. Jumlah Siswa Putus Sekolah f




0.13.Kelangsungsn Hidup

g.3j31 Jumlah Kematian Bayl dan Balita

913.2 Jumilash Balita Mendapatkan lmunisasi

9.13.3 Jumlah Bayt Dengan Berat Badan Rendah

9.12.4 Jumlah Bayi Mendapatkan ASI Ekslusif

9.13.5 Jumlah Kasus Balita Kurang (Gizi dan Ga Buruk

9.13.6 Jumlah Anak Ternfizksi HIV/AIDS

9 13.7 Jumlah Anak Korban NAPZA

91.38 Perkawinan Usia Anak
4 13.8.1 Jumlah Pernikahan menurut vsia dan jenis kelamin
9.13.82 Presentasi Penduditic Perempuan usia 10 Tahun ke

Atas menurut usia perkawinan pertama.

1}, Dara Kelembagaan
10.1, Kelembagaan Pepparusutamaan Gender
A HKesehatan
101.2 .Jumlah Pakjatap Gerakan Sayang Ibu {GSI),Rumah Sakit
Rumah Sak# Sayang bu dan BawiKelompok Suami Siap
Antar Jaga (SIAGA) dan Kader Bina Keluarga Dalita (DKD),
Rumah Sakt Savang lbu Adalah Rumah Sakit Pemenntah
Maupun SwastaUmizn Mauvpun Khusus Yang telah
Melakeanakan 10 Langkah Menum Perlindungan Thu dan
Bay1 Secara Terpadu Parnipurna.

B Pendidiksn

10.1.2  Jumiah Pokj Penurunan Buta Aksara Perempuon (BPAP)
dan Gugus Tugas BPAP

C. Ekonoemi
1013 Desa Prima
10.1.4 Pmograrm P2WKSS Organisasi UMKM, Koperasi, Organisasi
Peremnpuan Pengusaha,Lembaga Keuangan Mikro, Kelempok
Usaha Mikro, Kecil, Menengah Perempuan, Kelompok
Tani/Nelayan Peremmpuan.

D. PUG
10.1.5 Peckija PUG, Forum Pemngkatan Kualitas Hidup Perempuan
(PEHP}, Forum Pemi ngkatan Kualilas Produktifitas Ekonomi
Perempuan (PPEP}, Forum Perlindungan Perempuan, Fokal
Poant gender.

E. Perlindungan Perempuan Dan Anak

10.1.6 Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
P34}  VYang Membernkan Pelayanan Pemberdayaan
Perempuan dan Perindung: an perempuan;

1017 Hasif Kajan atau Hasil Penelitan tentang PUG
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindunpan Perempuan.

10.1.8 Peraturan Daerah yang Responsif Gender;

101.9 Kebjjakan Daerah yang Responsif Gender;

[0.1.10  Peraturan Dserah tentang Perlindungan Perempuan;




0.2

10.3

10.4

10.5

10.1.11 Lembaga yang Rergerak Dalam Perlndungan Ferempuan
Dan Anak.

10.1.12 Lombaga/Badan/Unit Pemberdayaan Perempuan Dan
Analk.

10.1.13 Daftar [embaya Masyarakat/Organisas Masyrakat/LBH
Kelembagaan Pusat Studi Wanita/Gender Yang Pedul
Perempuan dan Anak.

Kelembagaan Pengarusutamaan Hak Anak

Peraluran Daerah Yang Peduli Anak

Kebijakan Daerah Yang Peduli Anak

Kelembagaan Tumbuh Kembang Dan Kelangsungan Hidup Anak Jumlah
Kelembagaan Tumbuh Kembang dan  Kelangsungan Hidup Anak Bina
Kelarga Balita [BKB), Bina Keluvarga Remaja (BKEK) Posyandu. PAUD, Panti
Asuhan Anak.

kelembagaan Partisipasi Anak

Jumlah Kelembagaan partsipasi Ansk (OcvganisasifForam Anak, Telepon
Sahabat Anak).

Kelembagaan Mendorong Lingkungan Kondusif Hagi Anak

Jumlah Kelembagaan Untuk Mendorong Lingkungan Kondusil Bagi Anak
(Gugus Tugas Trafficking,Gugus Tugas kebupaten dan Kaa Layak Anak ).
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BUPATI BOMBANA
PROVINS] SULAWES] TENGGARA

PERATURAN BUFATI BOMBANA
NOMOR 7 TAHUN 2021
TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
EABUPATEN BOMBARNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESa
BUPAT]I BOMBANA

Menimbang : a bahwa untuk perencanaan pembangunan memerlukan data
gender dan anak sebagai salah satu pendukung dalam upaya
pengelelasn data & dueraby

b bahwa untuk melaksanakan ketentuan dalam Pasal |3 ayat
(1} Peraturan Menternn Negara Pemberdayaan Perempuan
Nomor © Tahun 2009 wentang Penyelenggs Data CGender
dan Anek, maka Pemerintal Dacrah weajb menyelenggarakan
duta genider dan anak:

¢. bahwa untuk efsklvitas dan kelancaran Penyelenggaraan
Data  Oender dan Anak perlu o susun Pedoman
Penyelenggnraan Data Gender dan Anak

d. bahwa berdasarkan pertimbangun sebagairnana & maksurd
pada huruf a huruf b dan hurufl ¢ maka perlu menetapkan
Peraturan Bupati Bombana tentang Pedoman
Penyelenyroraon Data Gender dan Ansk Kubupaten Bombana

Menuingat 1. Undang Tahun 2003 tentang Pembentukan
Kubupalen Bombana, Kabupalen Wakatoldi dan kabupaten
Kolaka Wtare di Provinsi Sulawcesi Tenggara {lembaran Negara
Republik  Wmdoneesia Tahun 2003 Nomor 144, Tambabhan
Lermbaran Negara Republik Indnnesia Nomor 4339);

2. Undang-Undang Nomer 25 Tahun I2HK tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Naswotial (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Numor 104},

3 Undang-Undang Nomor 23 Tabun 2019 tentang Pemenntahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indconesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republk Indones|
Nomor S587), sebagammana telah diubah beberapa kat t{:rakh'r.r?




dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang
Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
teituryy  Pemeruitabiarr Dacrah  (Lembaren Negare Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran MNegara
Republik Indpnesia Nornor S679);

4. Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan
Convention the Rights of The Child {Konvens: tentang Hak-Hak
Anak};

< [nstruks:  Presiden Noumor 9 Tahun 2000 tentang
Penparuswamaan Gender dalm Membangunan Naswonal,

6. DPeraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Nomor &
Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Data Gender dan Anak
[Berita Negara Repuhlik Indonesia Tahun 2009 Nomor 234);

7. Peraturan Mentert Pendavegunaan Negara Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor § Tahun 2014
tentang Pedoman Penyelenggaran Data Cender dan  Anak
[Berila Negara Republik Indencsia Tahun 2014 Nomor 1429);

8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor BO Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Rerita Negara
Repubhk Indonesia Tahun 2015 Nomer 2036} sebuagaimana
telah diubah dengan Peraturan Mentert Dalam Negen Nomor
120 Tahun 2018 tentang Pembentukan Produk Hukum (Beria
Negura Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157, Tambahan
Lemberan Negara Republik Indonesia Nomaer 8402)

6. Persuran Dagroh Kabupaten Bombana Nomor 2 Tahun 2016
tentang Pembentukan dan  Busunan  Perangkat  Daersh
Kabupalen Bombana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :  PERAT URAN BUPATI TENTANG PEDOMAN
PENYELENGGARAAN DATA GENDER DAN ANAK
KABUFATEN BOMBANA

BAB |
KETENTUAN UMLM
Pemal |

Dalam Peraturan Bupati im yang dimaksud dengan:

NDaerah Kabupaten adalah Kebupaten Bombana.

Pemenntah Dacralbh  adalah  Kepala Daerah sebagal unsur penyelenggaraan
Pemenintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintah  yang
menjadl kewenangan Daerah Otonomi.

Bupat adelah Bupati Bombana

wakil Bupati adalah Wakil Bupati Bombana.

Sekretaris Daerah adalah Sekrctaris Daerah Kabupaten Bombana.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah L\abzuz zenyclcnggaram1 Urusan Pemerintahan yapg menjadi
rakh;

oo

Kewenangan Dae



7.

&

E

10.

11.
12

Mnas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anask, vang selanjutnya
disingkat dengan PPPA adaiah Perangkat Dacrah yang mcenangam Urusan di
[idang Penyelenggaraan Pemberdayaan Perempuan dan Perfindungan Anak;
Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asmnyg yung bertempal i
Indonesiz;

Crencder adalab konsep yang mengacu pada pembedaan peran dan  tanggung
jwab laki-laki dan perempuan yang terjach akibat dan dan dapat berubah cleh
Leadaan sosial dan budaya masyarakat,

Anak adalah seseorang vang belum berusia 18 (delapan belas) Tahun termasuk
anak vang dalam kandungan:

Data Terpilah adalah data vang dlpllﬂh menurit jenis kelamin dan umuir;

Data Gender adalah data mengenai hubungan relast dalam status, peran dan
Londisi antara laki-lakl dan perempuan,

13Data anak adalah data kondisi lenlang anak perempuan dan anak lak-laks yang

14.

15,

16.

berummur dibzwah 18 {delapan belas) tahun, yang terplah menurut kategon
umur yang terdiri darf 0-1 (nol sampai satu} tahun, 2-3 (dua sampal tiga} tahun,
4-6 {crnpat sampet enam) tabun, 7 12 {wjuh sampal dus belas) tabun, 13-15
{iga helas sampail dengan Lima Belas) Tahun, 16-18 (enam belas sampai dengan
cdelapan belas) Tahumn,

Penyelenggaraan Data Gender dan anak adalah salab satn upaya Pengelolaan
data pembangunan wang melipad @ Pengumpulan, Pengolahan, Analisis,
I'enyajan Data yang sistemati, Kompberensif dan berkesi nambungan yang
dirinei menurut Jenis Kelammn dan Umur serta data dalam kelembagaan terkait
unsUr-UEsUY prasyaral pengarusutamaan gender dan anak;

Pengarustamaan Gender yang selanjutnya disehut PUG adalah stralegi yang
dibangun untuk mengintegrasikan gender menjad: satn dimensi integral dan
pereficanaan, penganggaran, pelaksanaan, pemantavan dan  evaluasi  atas
kebijaltan, program dan kegiatan pembangunan;

Pengarustamaan Hak Anak yang selanjutnya discbut PUHA adalah strateg
mengintegrasikan isu-isu  dan hak-hak anak kedalam seniap tahapan
nembangunan vang meliputl perencama:an, pelaksanaan pemantauan. dan
evaluasi Peranuran Perundang-undangan, kebijakan, program, kegiatan dan
fnggaran deligan menerapkan prmslp Kepentingan terbaik bagl anak.

Pasal 2

Pedoman Penyusunan Data Gender dan Anak bertujuan untuk:

&. sebagai pedoman bag PFD dan Instans: terkait untuk pelaksanaan
pengumypulan, pengolahan dan Analisis data Gender dan Anak secara terpaduy,
shagei  baben  informasi  dalam  menyusun  perencanaan, pelaksan:aan,
pemantauan dan evaluasi kebijakan, Program dan Kegiatan Pembangnnan
Daerah:

b. meningkatkan ketersediaan dan Pemanfasatan Data Gender dan Anak dalam
periyusunan perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan evaluasi kebijakan,
Program dan Kematan Pembangunan [aerah;

c. mengatur Hubungan kera antar Penyelenggara Data Gender dan anak di
Daerul,

. meningkatkan Komitmen Pemerintah Daerah dan [nstansi terkat dalam
penggunaan Data Gender dan Anzk; dan

secara bistemaiis, homperehensit dan berkesmmambungan.

¢. Meningkatkan efektivitas penyelenggaraan Data Geader ?yanak di Daerah
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